pada Bangunan.Gedung. MENTER! PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
BAB VI | ttd.
KETENTUAN PENUTUP M. BASUKI HADIMULJONO
Pasal 58
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai ber- Diundangkan di Jakarta
laku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/ pada tanggal 21 Agustus 2017
PRT/M/2006 tentang tentang Pedoman Teknis Fasili- | DIREKTUR JENDERAL
tas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Lingkungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA '
‘ REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 59 ttd.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang- WIDODO EKATJAHJANA !
gal diundangkan. i '
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin- BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan | TAHUN 2017 NOMOR 1148
penempatannya dalam Berita Negara Republik indo- ;
nesia, | Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2017 (BN )

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN NILAI
‘ PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.
Nomor 15/PRT/M/2017, tanggal 28 Agustus 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA b. bahwa pedoman penghitungan besaran nilai

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud

PERUMAHAN RAKYAT - dalam huruf a, digunakan sebagai dasar peng-

‘ REPUBLIK INDONESIA, ‘ hitungan pajak air permukaan oleh pemerintah

' provinsi yang akan ditetapkan dengan peraturan

Menimbang : _ gubernur;

a. bahwa untuk mendukung peningkatan peneri- = ¢, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

{ maan pajak daerah berupa pajak air -permukaan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-

dan sejalan dengan Pasal 8 ayat (7) Peraturan tapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Pemerintah Nomor 55 Tahuﬁ 2016 tentang Ke- Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penghitun-
tentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak gan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan;

Daerah, perlu ditetapkan pedoman penghitungan
besaran nilai perolehan air permukaan; Mengingat :




Z.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982
tentang Tata Pengaturan Air {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 3225);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemun-
gutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5950); |

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 186);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Pe-
rumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 ten-
tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Ber-
ita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 881) sebagaimana telah diubah den-
gan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor. 05/PRT/M/2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pe-
kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Pe-
rumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2017 Nomor 466);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indo-
nesia Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata
Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak
Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ,
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PE-
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RUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENG- |
HITUNGAN BESARAN NILA|I PEROLEHAN AIR PER-
MUKAAN., |

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

dengan:

1.

(1)

(2)

Air Permukaan adalah semua air yang terdapat
pada permukaan tanah.

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambi-
lan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Nilai Perolehan Air Permukaan vang selanjutnya |
disingkat NPAP adalah dasar pengenaan pajak air
permukaan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan |
urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sum- |
ber davya air, |

Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedo- I
man dalam menghitung besaran NPAP yang akan
ditetapkan oleh gubernur sebagai dasar penge-
naan pajak air permukaan. a A
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendapat- |
kan besaran NPAP, I

Pasal 3 ’ f

NPAP diperoleh dengan mengalikan :

a.

b
c.
d

harga dasar Air Permukaan:

faktor ekonomi wilayah;

faktor nilai Air Permukaan;dan i
faktor kelompok pengguna Air Permukaan

Pasal 4
Harga dasar Air Permukaan sebagaimana di- |

maksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan oleh Menteri,

(1)

Pasal 5
Faktor ekonomi wilayah sebagaimana dimak- |
sud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan fak-
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tor pengali yang dinyatakan dalam satuan Pasal 8
persentase. Tata cara perhitungan besaran NPAP seb-
(2) Faktor ekonomi wilayah diperoleh dengan menge- | agaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan

lompokkan nilai produk domestik regional bruto | Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan |

masing-masing daerah provinsi. bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 6 Pasal 9
| {1) Faktor nilai Air Permukaan merupakan hasil perka- Dalam menetapkan besaran NPAP, Gubernur |

lian dari komponen sumber daya air yang menjadi % harus berkonsultasi dengan Menteri.
salah satu dasar penetapan NPAP.

i

{2) Faktor nilai Air Permukaan sebagaimana dimak- | Pasal 10
sud pada ayat (1) diperoleh dengan mengalikan Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
komponen sebagai berikut: 5 gal diundangkan. |
a. jenis sumber air; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah-
b. lokasi sumber air; . kan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan pen-

c. luas areal tempat pengambilan dan/atau | empatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
pemanfaatan air

d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; | Ditetapkan di Jakarta .
e. kualitas air; pada tanggal 28 Agustus 2017
f. kondisi daerah aliran sungai;dan MENTERI PEKERJAAN UMUM
g. kewenangan pengelolaan sumber daya air. DAN PERUMAHAN RAKYAT
(3) Faktor nilai Air Permukaan sebagaimana dimak- REPUBLIK INDONESIA, '
sud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam | ttd. |
| satuan persentase. M. BASUKI HADIMULJONO
Pasal 7 Diundangkan di Jakarta
(1) Faktor kelompok pengguna Air Permukaan seb- pada tanggal 30 Agustus 2017
agaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d din- ! DIREKTUR JENDERAL
yatakan dalam satuan angka berdasarkan pem- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
bagian jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang = KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
dilakukan oleh pengguna Air Permukaan. REPUBLIK INDONESIA,
| (2) Jenis kegiatan atau kegiatan usaha sebagaimana ttd.
dimaksud pada ayat {1} terbagi atas: WIDODO EKATJAHJANA
a. sosial; ' : L
b. perusahaan non-niaga; BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
c. niaga atau perdagangan atau jasa; TAHUN 2017 NOMOR 1195
d. industri atau penunjang produksi; |
e. pertanian termasuk perkebunan, peternakan { BN )

dan perikanan;

f. tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga air);
dan

g. pertambangan. |
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